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Abstract. The e-KTP service is a strategic public service regulated by Law No. 25 of 2009 concerning Public Services, Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration, and Minister of Home Affairs Regulation No. 7 of 2019. e-KTP is valid for life and serves as the main identity for citizens in various administrative affairs. However, in its implementation there is still a gap between regulation and reality in the field. Common problems include delays in the issuance process, limited e-KTP blanks, network system disruptions, and limited facilities and infrastructure. A similar condition occurs in Riding Village, Pangkalan Lampam Sub-district, Ogan Komering Ilir Regency, where people still experience problems related to service completion time. Based on these problems, this study aims to analyze the effectiveness of e-KTP services in Riding Village and to identify inhibiting factors and formulate recommendations for improvement. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques of observation, interviews, and documentation. The research informants are village officials and residents of Riding Village. The results of the study are expected to provide a theoretical contribution to the development of State Administration science regarding public services, as well as practical contributions to the Village Government and the Population and Civil Registration Office in improving the quality of e-KTP services to be faster, more accurate, and accountable.
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Abstrak. Pelayanan e-KTP merupakan pelayanan publik strategis yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Permendagri No. 7 Tahun 2019. e-KTP berlaku seumur hidup dan menjadi identitas utama masyarakat dalam berbagai urusan administrasi. Namun dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara regulasi dengan realitas di lapangan. Permasalahan yang kerap muncul antara lain keterlambatan proses penerbitan, keterbatasan blanko, gangguan sistem jaringan, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Kondisi serupa terjadi di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, di mana masyarakat masih mengalami kendala terkait waktu penyelesaian pelayanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan e-KTP di Desa Riding serta mengidentifikasi faktor penghambat dan merumuskan rekomendasi perbaikan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian adalah perangkat desa dan masyarakat Desa Riding. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu Administrasi Negara terkait pelayanan publik, serta kontribusi praktis bagi Pemerintah Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan e-KTP yang lebih cepat, akurat, dan akuntabel

Kata kunci: Efektivitas; Pelayanan e-KTP; Pelayanan Publik; Desa Riding; Kualitas Pelayanan.

1. LATAR BELAKANG
Pelayanan administrasi kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) merupakan salah satu jenis pelayanan publik yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara normatif, penyelenggaraan pelayanan e-KTP telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin hak setiap warga negara atas identitas hukum yang sah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel kepada seluruh warga negara. Pelayanan publik yang baik menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Secara khusus, pelayanan e-KTP diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 yang diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa administrasi kependudukan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah secara terintegrasi. Pasal 64 ayat (7) huruf a juga menetapkan e-KTP berlaku seumur hidup, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap efektivitas pelayanan e-KTP semakin tinggi (Hedman Erik & Imam Bonjol, 2022). Selain itu, pelayanan e-KTP juga mendukung pencapaian SDGs 16.9 tentang kepemilikan identitas hukum bagi semua orang pada 2030. Namun pada kenyataannya, Dirjen Dukcapil Kemendagri mencatat 3 kendala utama: lamanya proses penerbitan, keterbatasan blanko, dan gangguan sistem SIAK 
Kendala distribusi blanko e-KTP masih menjadi permasalahan di daerah. Meskipun Ditjen Dukcapil menyatakan stok nasional aman sejak Juli 2023, keterlambatan pasokan dari pusat tetap berdampak pada pelayanan di kabupaten/kota. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas Dukcapil harus menyesuaikan jumlah cetak per hari dan memprioritaskan pemohon mendesak, sehingga sebagian warga menunggu lebih lama. Padahal sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2018, e-KTP seharusnya selesai paling lama 24 jam setelah berkas lengkap.Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan hal serupa. Rezha & Rochmah (2020) menemukan kendala struktural dan teknis seperti koordinasi antarinstansi serta keterbatasan sarana. Kusumaningtyas et al. (2022) menambahkan bahwa ketepatan waktu pelayanan belum sesuai standar sehingga menimbulkan ketidakpastian dan persepsi negatif masyarakat. Kondisi ini juga terjadi di Desa Riding, di mana masih ada keluhan terkait keterlambatan penerbitan, gangguan sistem, dan belum optimalnya pelayanan daring sesuai Permendagri No. 7 Tahun 2019. Mengingat e-KTP merupakan dokumen penting untuk pendidikan, kesehatan, perbankan, dan bantuan sosial (Zainudin et al., 2018), maka penelitian ini penting untuk mengukur efektivitas pelayanan, mengidentifikasi penghambat, dan memberi rekomendasi perbaikan sesuai prinsip SDGs

2. KAJIAN TEORITIS
Teori Efektivitas Pelayanan
Efektivitas pelayanan adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Menurut Duncan dalam Sedarmayanti (2017), efektivitas dapat diukur melalui 3 indikator: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pencapaian tujuan melihat sejauh mana sasaran tercapai. Integrasi mengacu pada koordinasi antar unsur organisasi agar berjalan selaras. Adaptasi adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan teknologi. Ketiga indikator ini digunakan untuk menilai pelayanan pembuatan e-KTP, apakah sudah sesuai target, terkoordinasi antar instansi, dan mampu beradaptasi dengan sistem digital.
Teori Pelayanan Publik
Efektivitas pelayanan publik dalam pembuatan e-KTP dapat diukur melalui 5 indikator. Pertama, ketepatan waktu, yaitu penyelesaian e-KTP sesuai standar waktu Disdukcapil. Kedua, ketepatan prosedur, dimana alur pelayanan harus jelas, mudah, dan tidak berbelit. Ketiga, kompetensi dan responsivitas petugas dalam mengoperasikan alat, memberi informasi, dan melayani masyarakat. Keempat, ketersediaan sarana dan prasarana seperti alat perekam, jaringan, dan fasilitas pendukung. Kelima, kepuasan masyarakat sebagai indikator akhir keberhasilan pelayanan e-KTP.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelayanan e-KTP
Efektivitas pelayanan pembuatan e-KTP dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem birokrasi, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar instansi. Kelima faktor tersebut mencakup kemampuan petugas, ketersediaan alat dan jaringan, kejelasan alur pelayanan, kelengkapan berkas masyarakat, serta sinergi antara pemerintah desa dan Disdukcapil Kabupaten OKI.

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode mixed method yaitu gabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara dan observasi untuk memahami proses, kendala, dan strategi pelayanan e-KTP oleh aparatur desa dan Disdukcapil. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan kuesioner kepada masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan, persepsi, dan pengalaman terhadap pelayanan. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi di Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam. Data sekunder bersumber dari dokumen pemerintah desa, laporan pelayanan, peraturan Adminduk, dan penelitian terdahulu (Moleong, 2017).






4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Rumusan Masalah Pelayanan Publik dalam Pembuatan e-KTP di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Berdasarkan Landasan Teori Efektivitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan e-KTP Berdasarkan Pencapaian Tujuan
Ketepatan Waktu Penyelesaian e-KTP
Ketepatan waktu merupakan indikator utama dalam mengukur efektivitas pelayanan publik. Suatu pelayanan dikatakan efektif apabila dilaksanakan sesuai standar waktu dalam regulasi dan SOP. Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (1), penerbitan e-KTP ditargetkan selesai paling lama 7 hari kerja sejak data perekaman dinyatakan lengkap dan valid. Berdasarkan observasi, waktu penyelesaian e-KTP di Kabupaten OKI secara umum masih memenuhi batas 7 hari kerja. Namun karena fungsi perekaman di Kecamatan Pangkalan Lampam terhenti, masyarakat harus ke Disdukcapil di Kayu Agung. Hal ini menambah waktu tempuh dan biaya transportasi bagi warga. Secara teknis, setelah perekaman data dikirim ke database Kemendagri untuk proses SFE/Ajudikasi NIK. Jika dinyatakan Print Ready Record, data siap dicetak di server kabupatenBerikut ini Alur Pendaftaran hingga penerbitan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Kesesuaian hasil pelayanan dengan standar merupakan indikator efektivitas yang menilai apakah produk layanan yang diterima masyarakat sudah sesuai dengan mutu, spesifikasi, dan ketentuan yang berlaku. Sesuai Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Penerapan KTP Elektronik, penyelenggara wajib mematuhi aspek administratif, teknis, dan yuridis. Salah satu aspek penting adalah keakuratan data kependudukan, yaitu sejauh mana data yang tercetak pada e-KTP sesuai dengan dokumen asli pemohon seperti KK dan Akta Kelahiran. Data yang akurat mencakup NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, dan status perkawinan tanpa kesalahan penulisan atau kekeliruan data.
Tabel 1. Rekapitulasi Kesesuaian Hasil Pelayanan e-KTP
	No
	Aspek
	Skala 1
	Skala 2
	Skala 3
	Skala 4

	1
	Kesesuaian hasil e-KTP dengan data yg Bapak/Ibu ajukan
	0
	1
	1
	5

	2
	Keakuratan data di e-KTP: Nama, NIK, Tempat/Tgl Lahir, Alamat
	0
	0
	0
	7

	3
	Kualitas fisik kartu e-KTP: tidak rusak, tulisan/foto jelas
	0
	1
	2
	4

	4
	Kesesuaian prosedur pelayanan dengan yg disampaikan petugas
	0
	0
	2
	5

	Jumlah Penilaian
	0
	2
	5
	21


Sumber: Dikelola Oleh Penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa aspek Keakuratan data kependudukan memperoleh penilaian tertinggi. Seluruh 7 responden warga Desa Riding memberikan nilai Skala 4 "Sangat Sesuai Standar". Hal ini menunjukkan bahwa data yang tercetak pada e-KTP yang diterima masyarakat sudah sesuai dengan dokumen persyaratan dan tidak terdapat kesalahan.
Tingkat keberhasilan pelayanan tanpa kesalahan data
Tingkat keberhasilan pelayanan tanpa kesalahan data yakni mengacu pada akurasi data kependudukan yang dihasilkan dari penyelenggaran  pelayanan e-KTP. Data yang dimaksud yaitu meliputi NIK, nama, tempat/tanggal lahir, dan alamat yang harus diisi sesuai dengan dokumen asli. Berdasarkan hasil kuesioner Google Form terhadap 7 responden, penilaian terhadap keakuratan data kependudukan dapat dilihat pada gambar grafik  dibawah ini 
[image: ]
Gambar 1.  Rekapitulasi Keakuratan Data Kependuduka e-KTP
Sumber: Dikelola Oleh Penulis, 2026
Berdasarkan Gambar 1 di atas seluruh responden sebanyak 7 orang atau 100% menyatakan data pada e-KTP "sangat akurat" pada skala 4 yaitu sangat akurat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan data pada hasil pelayanan e-KTP yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara Sargoni selaku Staf Seksi Ekonomi, pembangunan dan Kesejahteraan Sosial di Kantor Camat di Kecamatan Pangkalan. 
Kepuasan Masyarakat terhadap hasil pelayanan
Kepuasan masyarakat merupakan indikator akhir efektivitas pelayanan publik. Kepuasan muncul ketika harapan masyarakat terpenuhi pada aspek proses, hasil, dan interaksi dengan petugas. Pada pelayanan e-KTP di Kantor Camat Pangkalan Lampam, kepuasan diukur dari kemudahan prosedur, kecepatan penyelesaian, sikap petugas, dan kualitas dokumen. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat merasa puas dengan pelayanan e-KTP. Kepuasan tersebut dipengaruhi oleh kejelasan informasi dan sikap ramah petugas. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya ditentukan aspek teknis, tetapi juga aspek relasional. Meskipun terdapat keterbatasan teknis berupa kerusakan alat perekam, tingkat kepuasan tetap tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan pemantauan melalui survei kepuasan secara berkala agar pelayanan terus ditingkatkan
[image: ]
[bookmark: _Toc235133204][bookmark: _Toc237870349]Gambar 2. Rekapitulasi Kepuasan Masyarakat 
Terhadap Hasil Pelayanan e-KTP
Sumber: Dikelola Oleh Penulis, 2026
Efektivitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan  e-KTP Berdasarkan Integrasi 
Integrasi menurut teori Duncan mengacu pada kemampuan mengkoordinasikan bagian-bagian organisasi agar bekerja selaras menuju tujuan bersama. Aspek integrasi meliputi koordinasi antar aparatur, kejelasan alur dan prosedur, sosialisasi informasi kepada masyarakat, serta komunikasi yang lancar antara petugas dan pemohon. Tanpa integrasi yang baik, pelayanan cenderung parsial dan menimbulkan tumpang tindih tugas serta kekosongan informasi.Dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Pangkalan Lampam, indikator integrasi sangat relevan karena melibatkan Disdukcapil kabupaten, aparatur kecamatan, perangkat desa, dan masyarakat. Dalam penelitian ini, integrasi diukur melalui empat sub indikator yaitu koordinasi antar aparatur, kejelasan alur dan prosedur, sosialisasi informasi, dan komunikasi antara petugas dan pemohon.
Koordinasi antar aparatur desa dan Disdukcapil
Integrasi menurut teori Duncan mengacu pada kemampuan organisasi mengoordinasikan bagian-bagian agar bekerja selaras menuju tujuan bersama. Salah satu aspek pentingnya adalah koordinasi antara aparatur desa, kecamatan, dan Disdukcapil.Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Camat Pangkalan Lampam, koordinasi vertikal telah berjalan melalui mekanisme yang terstruktur. Bentuk koordinasi dilakukan melalui apel pagi, pembekalan rutin kepada aparatur desa dan kepala desa, serta kunjungan lapangan ke desa-desa. Pemantauan ini bertujuan agar pelayanan administrasi kependudukan berjalan sesuai aturan, tepat waktu, dan masalah dapat segera ditindaklanjuti
[bookmark: _Toc235133205]Kegiatan koordinasi dan pembekalan yang dilakukan setiap hari Senin setelah apel di Kantor Camat Pangkalan Lampam dapat dilihat pada Gambar 3. berikut.
[image: ]
[bookmark: _Toc237870350]Gambar 3. Koordinasi dan Pembekalan Aparatur Desa Disdukcapil
Sumber: Kantor Camat Pangkalan Lampam, 2026
Gambar 3. menunjukkan kegiatan apel pagi yang diikuti aparatur kecamatan dan desa. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata koordinasi vertikal. Sebagaimana disampaikan Sekretaris Camat Syarnubi, sesi pembekalan setelah apel berfungsi sebagai sarana penyelarasan persepsi antara Disdukcapil Kabupaten OKI dengan aparatur desa di Kecamatan Pangkalan Lampam. Dengan demikian, sub indikator koordinasi antar aparatur dalam dimensi integrasi pelayanan e-KTP di Kantor Camat Pangkalan Lampam dapat disimpulkan telah berjalan efektif
Kejelasan prosedur pelayanan
[bookmark: _Toc235133206][bookmark: _Toc237870351]Kejelasan prosedur adalah keterbukaan informasi mengenai alur, syarat, hak, dan kewajiban pemohon yang mudah dipahami masyarakat. Hal ini penting untuk mengurangi kebingungan, mencegah pengulangan kunjungan, dan menjamin kepastian pelayanan. Di Kantor Camat Pangkalan Lampam, kejelasan prosedur diterapkan melalui tiga mekanisme yaitu alur baku yang terintegrasi antara desa, kecamatan, dan Disdukcapil OKI dengan pembagian tugas yang jelas, SOP pelayanan yang dipasang di ruang pelayanan berisi tahapan, syarat, waktu dan hasil layanan, serta keterbukaan informasi melalui penyampaian langsung oleh petugas dan pembekalan rutin setiap Senin setelah apel




[image: ]
Gambar 4. SOP Pelayanan Pembuatan e-KTP di Kantor Camat  Pangkalan Lampam
Sumber: Kantor Camat Pangkalan Lampam, 2026
Gambar 4. menunjukkan prosedur pembuatan e-KTP terdiri dari 7 tahapan dengan standar waktu di setiap tahap. Kejelasan prosedur juga terlihat dari SOP yang dipasang di ruang pelayanan Kantor Camat Pangkalan Lampam. Dengan demikian, sub indikator kejelasan prosedur pelayanan e-KTP telah berjalan efektif karena adanya alur baku, verifikasi di kecamatan, SOP terbuka, dan koordinasi rutin yang menciptakan kepastian dan transparansi bagi pemohon.
Sosialisasi informasi pelayanan kepada masyarakat
Menurut Duncan, sosialisasi informasi pelayanan adalah penyampaian informasi terkait jenis layanan, alur, dan persyaratan kepada masyarakat agar memahami prosedur. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan mengurangi pemohon yang belum perekaman e-KTP. Di Kantor Camat Pangkalan Lampam, sosialisasi dilakukan melalui pembekalan rutin setiap Senin setelah apel pagi, di mana pihak kecamatan menyampaikan informasi terbaru mengenai jadwal, alur, dan syarat pengurusan e-KTP kepada Kepala Desa dan perangkat desa
Cara kedua sosialisasi dilakukan melalui aparatur desa. Setelah menerima informasi dari kecamatan, Kepala Desa bertugas menyampaikannya kepada masyarakat melalui pengumuman di balai desa, pertemuan warga, atau kunjungan rumah ke rumah oleh perangkat desa. Dengan cara ini informasi dapat langsung sampai kepada warga, terutama yang belum memiliki e-KTP. Kesamaan informasi dari kecamatan ke desa juga penting agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat




[image: ]
Gambar 5.  Sosialisasi Pelayanan Informasi e-KTP di Desa Riding
Sumber: Kantor Camat Pangkalan Lampam, 2026
Pada gambar 5 diatas Yaitu menunjukkan bahwa aparatur desa khususnya petugas Kecamatan di Kantor Camat Pangkalan Lampam menyampaikan informasi jadwal dan prosedur sebelum diteruskan kepada masyarakat. 
Komunikasi antara aparatur  dan masyarakat
[bookmark: _Toc235133209][bookmark: _Toc237870354]Komunikasi yang baik antara aparatur dan masyarakat meliputi pemberian informasi, respon ramah dan empati, serta mendengarkan keluhan. Hal ini menciptakan kepercayaan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Di Kantor Camat Pangkalan Lampam, komunikasi pelayanan e-KTP dilakukan secara tatap muka di loket untuk menyampaikan informasi, cek dokumen, dan menjelaskan alur pengurusan
[image: ]
Gambar 6. Komunikasi Petugas dengan Masyarakat  
Pada Pelayanan e-KTP di Kantor Camat Pangkalan Lampam
   Sumber: Kantor Camat Pangkalan Lampam, 2026
Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi antara petugas dan masyarakat di Kantor Camat Pangkalan Lampam berjalan efektif. Sikap ramah dan penjelasan yang jelas menciptakan suasana pelayanan yang nyaman. Komunikasi menjadi faktor penting karena meskipun fasilitas dan prosedur baik, komunikasi yang buruk dapat menimbulkan persepsi negatif. Untuk itu, ke depan petugas perlu dibekali pelatihan singkat komunikasi interpersonal agar pesan yang disampaikan tidak hanya benar secara teknis, tetapi juga dapat diterima masyarakat secara sosia
Efektivitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan  e-KTP berdasarkan Adaptasi 
Adaptasi adalah kemampuan organisasi menyesuaikan pelayanan dengan kebijakan baru dan perubahan lingkungan. Di lapangan adaptasi terlihat dari kemampuan petugas menggunakan sistem, kondisi alat perekaman, penanganan kendala teknis, dan pembinaan perangkat desa. Di Desa Riding, perubahan utama adalah layanan jemput bola dari Disdukcapil dan tuntutan digitalisasi data. Kecamatan merespon dengan pembinaan rutin kepada aparatur desa. Dalam penelitian ini indikator adaptasi memiliki 4 sub indikator. 
Kemampuan aparatur menyesuaikan dengan sistem elektronik (e-KTP)
Kemampuan aparatur menyesuaikan diri dengan sistem elektronik e-KTP menuntut petugas untuk mampu mengoperasikan sistem yang terus diperbarui. Jika petugas mengalami kendala saat perekaman, proses pembuatan e-KTP bisa terhambat dan berpotensi terjadi kesalahan input data. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Pangkalan Lampam, Bapak Syarnubi, hal ini menjadi perhatian utama dalam pelayanan e-KTP di kecamatan
Berikut yang menunjukkan suasana diskusi antar aparatur kecamatan di kantor Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
[image: ]
[bookmark: _Toc235133210][bookmark: _Toc237870355]Gambar 7.  Diskusi Aparatur Kecamatan Pangkalan Lampam 
terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan
Sumber: Kantor Camat Pangkalan Lampam, 2026
Kegiatan diskusi dan pembekalan merupakan bentuk adaptasi aparatur terhadap sistem elektronik e-KTP agar pelayanan lebih cepat, akuntabel, dan transparan. Kemampuan mengoperasikan sistem menjadi modal dasar meningkatkan efektivitas pelayanan di kecamatan dan desa. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, pemanfaatan sistem daring menunjukkan upaya aparatur menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Ke depan, aparatur dituntut terus menguasai sistem administrasi kependudukan sebagai bagian dari e-Government untuk mempermudah pelayanan, meningkatkan akurasi data, dan mempercepat proses administrasi
Ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana
[bookmark: _Toc235133211][bookmark: _Toc237870356]Ketersediaan sarana dan prasarana diukur dari fasilitas teknis yang mendukung kelancaran verifikasi berkas e-KTP di Kantor Camat Pangkalan Lampam. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Sargoni selaku Staf Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, sarana yang tersedia meliputi komputer, laptop, dan printer untuk mengakses sistem. Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang ada sudah mendukung pelayanan e-KTP di kantor tersebut.
[image: ]
Gambar 8.  Sarana Prasarana Komputer dan Pendukung pelayanan e-KTP di Kantor Camat Pangkalan Lampam
Sumber: Kantor Camat Pangkalan Lampam, 2026
Pada Gambar 8 yakni menunjukkan ketersediaan Sarana dan prasarana ini dimanfaatkan petugas untuk memverifikasi kelengkapan berkas pemohon sebelum berkas diteruskan ke Disdukcapil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk proses perekaman biometrik. 
Respon terhadap kendala teknis (jaringan, alat perekam)
Respon terhadap kendala teknis mengukur kemampuan penyelenggara dalam menangani gangguan seperti jaringan atau kerusakan alat agar dampak ke masyarakat bisa diminimalkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sargoni selaku Staf Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial di Kantor Camat Pangkalan Lampam, respon yang diberikan berupa arahan kepada masyarakat. Dengan demikian, sub indikator ini sudah dijalankan dengan baik melalui keterbukaan informasi. Namun untuk penanganan teknis tetap menjadi kewenangan Disdukcapil Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Upaya peningkatan kompetensi aparatur
[bookmark: _Toc235133213][bookmark: _Toc237870358]Peningkatan kompetensi aparatur dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, dan evaluasi agar kemampuan administrasi dan teknis terus berkembang. Ada 3 kompetensi: 1. Administrasi : pengisian formulir dan berkas e-KTP. 2. Teknis : input data kependudukan. 3. Pelayanan : komunikasi dengan masyarakat. Peningkatan ini berdampak pada kualitas dan kecepatan layanan. Komitmen camat terlihat dari koordinasi mingguan dan kunjungan ke desa. Ke depan, pembinaan perlu diperkaya studi kasus dan simulasi agar berdampak nyata di lapangan
[image: ]
Gambar 9. Pelaksanaan Apel Pagi Aparatur di Kantor Camat 
Pangkalan Lampam
Sumber: Kantor Camat Pangkalan Lampam, 2026
Upaya peningkatan kompetensi menjadi modal penting menjaga efektivitas pelayanan jangka panjang di tengah perkembangan sistem kependudukan. Untuk memperkuat dampaknya, materi pembinaan perlu diperkaya dengan studi kasus, evaluasi pasca pelatihan, dan simulasi pelayanan. Dengan demikian peningkatan kompetensi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata pada kinerja aparatur di lapangan.
Kendala Masalah Dalam Pelayanan e-KTP di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir
Pelayanan e-KTP yakni merupakan salah satu bentuk pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan berdasarkan sistem elektronik. Dalam pelaksanaannya, pelayanan pada e-KTP memerlukan dukungan sarana serta prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten, serta aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan kendala dalam proses pelayanan.Kendala dalam pelayanan e-KTP dapat diartikan sebagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan perekaman dan penerbitan e-KTP sehingga tujuan pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau belum dapat tercapai secara optimal. Kendala tersebut dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pembahasan pada sub bab sebelumnya, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan e-KTP di wilayah Kecamatan Pangkalan Lampam, yaitu:


1. Kerusakan Alat Perekam Biometrik di Kantor Camat Pangkalan Lampam
Kendala utama dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Pangkalan Lampam adalah kerusakan alat perekam biometrik. Alat ini merupakan sarana penting untuk melakukan perekaman data biometrik penduduk seperti sidik jari, foto, dan tanda tangan digital. Dengan kondisi alat yang tidak berfungsi, maka Kantor Camat tidak dapat melaksanakan pelayanan perekaman e-KTP. Akibatnya masyarakat yang akan melakukan perekaman baru, perubahan elemen data, maupun pencetakan ulang e-KTP harus langsung datang ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayu Agung. Hal ini menyebabkan fungsi pelayanan di kecamatan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
2. Menambah Jarak Tempuh Masyarakat untuk Mengurus e-KTP
Kecamatan Pangkalan Lampam terletak cukup jauh dari pusat Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu Kayu Agung. Karena pelayanan perekaman hanya dapat dilakukan di kabupaten, maka masyarakat di wilayah kecamatan harus menempuh perjalanan jauh. Kondisi ini tidak hanya menambah waktu tempuh, tetapi juga menambah beban biaya transportasi bagi masyarakat, terutama bagi warga dengan mobilitas dan ekonomi terbatas
3. Belum Terpenuhinya Prinsip Pelayanan Publik yang Mudah Dijangkau
Prinsip dasar pelayanan publik adalah mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Namun dengan tidak berfungsinya alat perekam di Kantor Camat Pangkalan Lampam, prinsip tersebut belum dapat terpenuhi. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis efektivitas pelayanan publik dalam pembuatan e-KTP di Wilayah Kecamatan Pangkalan Lampam menggunakan teori Duncan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Pencapaian Tujuan
Tujuan pelayanan e-KTP di Kantor Camat Pangkalan Lampam belum tercapai secara optimal. Ketepatan waktu pelayanan belum terpenuhi. Hal ini disebabkan proses perekaman e-KTP tidak dapat dilakukan di Kantor Camat karena alat perekam biometrik mengalami kerusakan dan belum tersedia. Akibatnya masyarakat harus melakukan perekaman di Kantor Disdukcapil Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayu Agung. Perpindahan tempat pelayanan ini menyebabkan waktu dan biaya yang dibutuhkan masyarakat menjadi lebih lama dan lebih besar. Sementara itu, aspek kesesuaian hasil pelayanan dengan prosedur dan standar yang ditetapkan telah berjalan dengan baik pada tahap verifikasi berkas di tingkat kecamatan.

2. Integrasi
Aspek integrasi telah berjalan dengan baik. Koordinasi antara aparatur di tingkat desa, kecamatan, dan Disdukcapil telah terlaksana melalui kegiatan koordinasi mingguan setelah apel dan kunjungan pembinaan ke desa. Komunikasi antara petugas dan masyarakat juga berjalan lancar. Hal ini terlihat dari sikap ramah petugas, pemberian informasi yang jelas terkait kelengkapan dokumen, serta penjelasan prosedur pelayanan e-KTP di loket pelayanan Kantor Camat Pangkalan Lampam.
3. Adaptasi
Aspek koordinasi, komunikasi, dan pelaksanaan prosedur sudah berjalan dengan baik. Aparatur di Kantor Camat Pangkalan Lampam telah berupaya melakukan penyesuaian terhadap sistem pelayanan dengan mengikuti pembekalan rutin dari kecamatan dan memanfaatkan sistem daring seperti Profil Desa Kelurahan. Upaya untuk mengatasi kendala teknis juga dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat agar melakukan perekaman di Disdukcapil. Namun, keterbatasan sarana prasarana berupa tidak tersedianya alat perekam biometrik di tingkat kecamatan masih menjadi kendala utama yang menghambat adaptasi pelayanan berbasis elektronik secara penuh.
[bookmark: _Toc237552495]Saran
Saran yang dapat diberikan yaitu:
1. Bagi Kantor Camat Pangkalan Lampam
Perlu pengadaan ulang dan perbaikan alat perekam biometrik e-KTP agar pelayanan dapat dilakukan di tingkat kecamatan. Selain itu, perlu dibuat mekanisme komunikasi transparan kepada masyarakat terkait jadwal perbaikan alat dan alternatif pelayanan sementara, agar masyarakat tidak dirugikan dalam pemenuhan hak administrasinya.
2. Bagi Disdukcapil Kabupaten Ogan Komering Ilir
Meningkatkan koordinasi dan dukungan sarana prasarana ke tingkat kecamatan. Perlu ada pendampingan berkelanjutan dan panduan teknis yang mudah dipahami bagi perangkat desa
3. Bagi Masyarakat Desa Riding
Memanfaatkan kanal informasi yang sudah ada dan pengumuman kepala desa untuk mempersiapkan berkas lengkap sejak awal. Hal ini dapat meminimalisir keterlambatan pelayanan akibat berkas tidak lengkap.
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